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BUPATI BOMEANA,,

hahwa wuntuk || melaksanakan ketentuan Pasal S
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
Dokumentasi |Kementenan Dalam Negeri dan
Pemerintohan \Daerah  perlu mengatur tata - cara
pengelolaan deul pelayanan informasi dan dokumentasi
di lingkungan Pemeriniah K&bup&ten Bombana da]am
bentuk Peraturan Bupati;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebaga.lmana
dimaksud huruI a, perlu menetapkan Peraturan
Bupati ten | Pedoman Pengelolaan Informasi dan

Kabupaten Bnmbana,

Undang~Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang
pembentukan || Kabupaten Bombana, Kabupaten
Wakatobi, dan || Kabupaten Kolaka Utara di Provinsi
Suawesi Tenggara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4339};

. Undang—Undang Nomor 14 Tahuan 2008 tentang

Kelerbukagan  Informasi - Publik  (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

Undangﬂndang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan || Peraturan Perundang-Undangan
{Lembaran Negara Republik Indenesia Tahun 2011
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234},

Undang—Undané Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan \Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun .2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587)
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua !?

Dokumentasi dJ Lingkungan Pemerintah Daerah

/
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Menetapkan

il

oo

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan |Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomaor 5679); :

Peraturan Pemerintah Momor 12 Tahun 2017 tentang
IPedoman Pengawasan dan Pen}reienggaraan
Pemerintah Daerah;

Peraturan Mentieri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita
egara Republik [ndonesia Tahun 2015 Nomor 2036);

raturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017

ntang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan
okumentasi |K&menterian Dalarn Negeri dan
merintah Daerah (Berita Negara Republik Mdunes;a
ahun 2010 Nomor 245);
eraturan Daerah Kabupaten Bombana Momor 3
ahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
rangkat Daerah Kabupaten Bombana {Lembaran
acrah Kabupafl:lcn Bombana Tahun 2016 Nomor 3}
" MEM li.il' TUSKAN
PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN
INFORMASI DAN DOKUMENTAS!I DI INGKUNGAN
MERINTAH DAIERAH KABUPATEN BOMBANA
|
- BAB I
KETENTUAN UMUM

. Pasal 1
Pe:raturan Bupatl ini yang dimaksud dengan :
aerah adalah Kabupaten Bombana
emerintah Daderch  adzalah  Bupah  ssbegal  unsur
nyelenggara |Pemerintah Daerah yang memimpin
laksanaan u:usan pemerintahan  yang menjadi
ewenangan daerah otonom.
upati adalah Bupati Bombana. '
ekretaris Daerah adalah Sekretans Daerah Kabupaten
mbana.
inas adalah Dinas Komunikasi Informatika dan Statastik
bupaten Bombana.
rangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupat: dan
ewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan
rusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerch.
nformasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan dan
da-tanda yvang mengandung nilai, malma dan pesan,
ik data, fakta maupun penjclasannya yang dapat
ilihat, didengar dan dibaca yang disajikan dalam
rhbagai ~kemasan dan format sesuai ~dengan
rkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara
lekironik maupun nonelektronik. :
nformasi Publik adalah informasi yang dihasilkan,
isimpan, dikelola, dikirim, dan/fatau penyvelenggara dan
nyelenggaraan Badan Publik lainnya serta informasi lain
rang berkaitan dengan kepentingan publik.

]mpada seseorang atau magyarakat untuk mempeml
informasi publik yang dibutuhkan.




10.| |Dokumentasi (| adalah  pengumpulan, N pengolahan,
penyusunan dan pencatatan dokurmen, data, gambar dan
suara untuk bahan informasi publik.

11. .\,Jabf'.tt Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang
selanjutnya  disingkat PPID adalah pejabat yang
bertan:ggung || jawab dalam pengumpulan,
pendokumeniasian, penyimpanan, pemeliharaan,

penyediaan, distribusi dan pelayanan informasi di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana.

12.| Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pernbanm
yang selanjutnya disebut PPID Pembantu adalah PPID
vang berada di Lingkungan Perangkat Daerah yang
bertugas membantu PPID Pemerintah Daerah,

13.| Atasan PPID adalah pe_}ahat yang menlpakan atasan
Perangkat Daerah yang bersangkutan.

14.| Pengguna Informasi Publik adalah orang yang
menggunakan informasi publik sebagaimana diatur dalam
peraturan perundang-undangan dan pelayanan informasi
pdalah jasa yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten
Bombana kepada masyarakat pengguna informasi.

15.| Pemohon informasi adalah warga Negara dan/fatau
badan hukum Indonesia yang mengajukan permjntaan

informasi publik.
16.| Pengelolaan Dokumen adalah proses penemaan,
penyusunan, penyimpanann, pemeliharaan,

penggunaan, [dan penyajian doltumen secara
istematis. :

atilan Dperasmnal Prosedur vwyang ﬁelan]utn}'a '
isingkat (SOP} adalah pedoman atau acuan untuk
elaksanakan| tugas dan pekerjaan sesuai dengan
at penilaian kinerga  instansi pemerintah
erdasarkan indikator teknis administrasif dan
rosedural sesuai dengan tata kerja, prnsedur kerja

an sistem kelAB
| I

MARSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGRUP

17,

' Pasal 2 :

Pe an Pengelolaan Inforrnasi dan Dekumentasi

dimaksudlkan sebagal acuan bagi PPID dan PPID Pembantu

dalam| penyvediaan, pengumpulan, pendokumentasian dan .

pelayanan informasi serta penetapan Pejabat Pengelula

Infgrrpasi dan Dokumentasi . _

Pasal 3

Pﬂdﬁzlan pengelolaan dan pelayanan Inforrmasi bertujuan
t‘i .

untul:
a. menvediakan, mengumpulkan, mendﬂkumentasikan

afn menyampaikan informasi tentang kegiatan dan
yrgduk  unit  kerjanya secara akurat dan  tidak
nenyesatkan; : .
yediakan, mengumpulkan, mendokumentasilkan
menyampaikan bahan dan produk mformam secara
epat dan tepat wakiu;

berikan pela}ranan informasi secara cepat dan tep
dengan biaya ringan dan cara sederhana.




(1)
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(3)

{4)

(1}

(2)
(3)
(4)

(3)
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(2)

. asal 4 R
lingkup pengaturan dalam pengelolaan informasi
quumcntasﬁj meliputi pengelolaan pelayanan
wasi dan dekumentasi, pejcbat pengelola, koordinasi

ta - kerja, keberatan dan penyelesaian sengketa,

pembinaan dan penl'gawasan, pelaporan serta pembiayaan.

|
BABIN
GELOLAAN PELAYANAN INFORMASI
DAN DOKUMENTASI

: sal 5 i
Pengeloiaan dan!peiayanan informasi dan dokumentasi
dijlaksanakan oleh Perangkat Daerah. '

Pq:ngciulaan dan'peilayanan informasi dan dokumentasi
bagaimana dimaksud pada ayat (1} dilakukan sesuad
dengan pednma:i'penge]olaan.

geloiaan dan peiayanan informasi dan dokumentasi
schapaimana dimaksud pada ayat {2} dilakukan melalui
kegiatan: .

a.! pengump ‘informasiasi;

b.| pengklasifikasian informasi; .

c.| pendokumentasian informasi; dan

d.| pelayanan informasi.

Pedoman pengelolaan dan pelayanan informasi dan
dokumentasi di  lingkungan Pemerintah Daerah
sgbagaimana difnaksud pada ayat {3} tcrcantum dalam
piran [ Peralﬂ.:ran Bupati ini.

BAB IV
PEIABAH‘ PENGELOLA

. Bagian Kesatu
Penetapan Pejabat Pengelola

Pasal 6

W, . . - . - . = A .
Unruk mengelola informasi  dan dokumeniasi
difingkungan Pgmerintah Dacrah ditetapkan FPPID
degngan Keputusan Bupati '
PHiD scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
berkedudukan dj Dinas.

FFiD» sebagaimana dimaksud ayat {i) merupakan
PPID Utama || !

PPl Uiama sebagaimana dimaksud pada ayai {Ij
lekat pada pejabat struktural Bidang Pengelolaan

Uiama sebagaimana dimaksud pada ayail (i)
gpungjawab kepada Bupati melalui  Sekretaris
rab. - :

am raogka l! mempermudah pelayanan dan
nyampaian informasidibentuk PPID Pembantu yang
rkedudukan || di  Perangkat Daerah  Lingkup
merintah Dac'f'ah '

iD Pembanin) sebagaimana dimaksud pada ayat (i}
pakan pejabat yang melaksanakan tugas dan ﬁ.m?




PPID di Perangkat Daerah dan memiliki kﬂmDEtEI‘lSl di
bidang pengelolaan informasi publik dan dokumentasi
sq*rtapclaksanaan pelayananinformasi publik,

(3) | PFiD Pembaniu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Kepala Perangkat Daerah.

Bagian Kedua
Susunr.-ir,n Organisasi
| |
j’asal 8 :
{1} |Suusunan organisasi PPID Uiama scbagmmana
dimaksud dalam Pasal 6ayat (1) terdiridari : '

[ Ny

(a2l s as
1EIE ks

Dewan Pertimbangan;
Kohaa PP‘D
B1dang b1dang; dan

.-ruktur organisasi PPID Utama sebagaimana
maksud pada Iayat {1} tercantum dalam Lampiran Ii
rraturan Bupati ind

Fasalg

hsunan - organisasi PP Pembantu sebagamlana
maksud dalam Pasal Tayat (1) terdiri dari :

Atasan PPID |

] Ketua PPID Pembantu ;

| Seksi Pengolahat Data ;

Seksi Pelayanan Informasi

uiciur organisasi PPID Pembaniua scbagalma.na
maksud pada ﬁyat (1) tercanfum dalam Lampn'an 11
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Bagian Ketiga
Tugas, Fungsi dan Wewenang .

: P“E.SEI 10

(1) [Tugas PPID Utama adaiah sebagai Derikut : .

a.| Menyusun || dan melaksanakan  kebijakan
informasi dan dokumentasi,

b4 Menyusiuin iaporan pelaksanaan kebijakan informasi

dan dokumentasi; :
c.| Mengkcordinisikan dan = menglonssclidasilran

pengumpulan bahan informasi dan dulcumentam
dari PPID Pemba.ntu, .

d.| menyimpan, | mendokumentasikan, menyediakan
dan member: pelayanan informasi dan dekumentasi
ke pada publik;

e.| mclalmikan | verifikasi bahan  informnasi
dokumentasi da publik; :
f.| melakukan h_}i konsekuensi atas iniormasi
dokumentasi g dikecunalikan;

g.| melakukan pommutakhiran informast . dan
dokumentasi; f:!an '

h.! menyediakan informasi dan dokumentasi untuk
diakses olch masyarakat.

(2) [Fungsi FPID Uiama yaitu ;

. a.| penghimpun linformasi publik dari seluruh Perangk

L]

¢




(3)

(1}

(2)

Daerah; : :

b] penataan dan penyimpanan informasi punux yang di -

peroleh dari seluruh Perangkat Daerah;

ci pclaksanaan| konsultasi informasi pu‘*'-" yang

termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi

yang tcrbuka}mtuk publik; dan

d{ memfasiiitasi penyeiesajian sengieta informasi.

Wewenang PPID Utama yaih :

a] menolak memberikan informasi dan dokumentasi

yang -~ dikecualikan sesuai dengan ketentuan

peraturan perundang-undarngan. :

b] meminta dan memperoieh mformas: " -dan

dokumentasij| dari PPID pembantu yang menjadi

cakupan kerjanya; -

[c.| Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi

| dan dokumeéntasi dengan PPID Pembantu yang
menjadi cak‘upam kerjanya;

fi. | Menentukan jatau menetapkan suaiu informasi dan

dokumentasi yang dapat diakses oleh pubiik;

£ Menugaskan! PPID Pembantu danfatau Pejabat

Fungsional untuk membuat, mengumpulkan, serta
memelihara [informasi dan dolkumentasi: untuk
kebutuhan organisasi. :

Pasal 11

Tugas dan Fu.ngm FfiD Pembantu yaiiu mengelola dan

ﬂlayam informasi publik serta dokumentasi di Satuan
Kerjanya yang meliputi :
J Mombanta || PPID Utama n‘,laksarakan
tangpungiawab, tugas, dan kewenangannya; -
bl Menyampaikan informasi dan dokwmentasi kepada
PPID Utamadﬂakukanpalmgscdlkltﬁ(enam}bulan
sekali atau sesuai kebutuhan;
Mclaksanakan kcbijakan  tknis mfarmasa dan
dokumentasi|| sesuai dengan tugas pokok dan
fungsinya;
|d.i Menjamin Kkeiersediaan dan HKS-EIEI‘&SI 1a}ranan
mmformasi dax} dokumentasi bagi pemohon informasi
secara cepat, - tepat, berkualitas . dengan
mengedepankan prinsip-prinsip pelayanan prima,
e u.._.uﬁ...r":plﬂkan mmgﬂ!m"l dan nl.-uﬁuyulumnnn ]
bahan dan| lingkup komponen dilingkungan
Kementrian [ Dalam Ncgen}Perangkat - Daerah
dilingkungan| Pemerintah Daerah masmgwmasmg
menjadi bahan informasi publik; dan
f. | menyampaikan laporan pelaksanaan kebuakan
teknis dan pelayanan informasi dan dokurnentasi
kepada PPID Utama secara berkala dan sesuai
kebutuhan.
&Iam tugas sebagaimana mmaxsud pada ayat [1) PPID
mbantu khususnya sekertariat DPRD bcrn.lgas
i 4-“1. . :
s menyampmkan, mcmmta, mengelnla, menﬂmpan
informasi dan dokumentasi kepada DFRD scs
peraturan perundang-undangan; dan 71

8

{




(1)
(2) (4

(3)

(1)
(2)

(3)D

(1)

mengkoordinasikan informasi dan. dokumentasi
kepada DPRD untuk menetapkan informasi dan
dokumerntasi yang dapat diakses cleh pubhk

BAB V
- KOORDINASI DAN TATA KERJA

“Fasal 12

lam melaksanakan tugasnya atasan PFID Pembantu
ajib menerapkan prinsip koordinasgi, integrasi,

re

PA

Fé

Pa
849

inkronisasi baik intern maupun antar Pcrangkat

erah sesuai dengan tugas pokok dan fungmnya. .
san PPID ’bertan.gglmgawab memimpin dan

rangka mengeioia dan memherikan informasi
pada masyarakat/pengguna informasi, PPID
n/atau PPID Pembantu dapat bcrkuordmasi denigan
stanm tcrkalt dan non pemerintah.

BAB VI
OP PPID

(Fasal 13
doman mengenai SOP PPID sesuai pf:ramran
mndang—undangm '
rdoman mengenai SOP PPID sebagaimana dimaikcsud
ida ayat {1) sekurang-kurangnya memuat ketentum‘n
bagai berikut: |
Kejolasan  tomtang pcjabat yang ditunjuk sebagai
PPID Utama dan PPID Pembantu;
Kejelasan teniang orang yang ditunjuk sebagal pejabat
fungsional Jatau petugas informasi apabila
diperlukan;]| 3
Kcjciasan pembagian tugas, tanggungiawab, dan

kewenangan! atasan PPID, PPID Utamas, PPID
Pemmbantu, || Bidang Pendukung dan = Peabat
Fungsional; ' '

Kejelasan teniang pejabat yang menduduki posisi
sebagal atasan PPID vyang bertanggungjawab
mengeiuarkan tanggapan atas keberatan yang
diajukan oleh Pemochon Informasi Publik;

Standar layanan informasi publik serta tata cara
pengelolaan ‘keberatan dilingkungan Pemerintah
Daerah; :
tatacara pembuatan Japoran tahunan tentang
Layanan Informasi Publik.

J4g

.
bq
=

penyusunan SOP PPID Pemermr.an Daeran
acu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri yang
cngatur tentang  Standar Opcrasional Proscdur
gkungan Pemermtah Kabupaten fKota.

\Pasal 14

-ms~;en1s SOP PFID, antara lain

SOP Pelayanan Permohonan Informasi Puhhk

sor Pcngaj?an Kcberatan Informasi I‘ilbllk
' SOP Penyusunan dan Pengumuman Daftar

e




2

(1)

)

(1)

(2)

(1)

(2)

(1)

(2]

KEBERATAN DAN |

- Informasi Publik: dan
d. SOP Uji Konsekuensi.
Fprmat SOP tercantum pada Lampiran IIL

| BAB VII . '
ENYELESAIAN SENGKETA

ﬁ tiap Pemohon Iniormasi dapai mengajukan keberaian
tertulis kepada atasan PPID berdasarkan alasan

berikut @

- Penolakan atas pormintaan informasi;

tidak dlsedmkannya mformasi berkala;

- idak ditanggapinya permintaan infnr:nasi;

_ permintaan | informasi ditanggapi @ tdak

sebagaimana yang diminta; '

tidak dipcmdhinya pormintaan informasi;

pengenaan biaya yang tidak wajar ; dan/etan

R

yang ditetapkan :

asan sebagaimana dimaiksud pada ayat ii) huru: D
sampal dengan uhuruf g dapat diselesaikan secara
musyawaral olen kedua belah pihiak '

Pasal 16

Keberatan diajukan oleh Pemohon Imurmasl daiam

e
f.
g-| peEnyampaian mfurmam T meleblhl waktu
Al

jangka wakfix paling lambat 30 [tiga puluh) hari kerja

satelah ditemukannya alasan sebaga.lmana. dimaksud
dalam Pasal 15 ayat ().

Atasan PPID memberikan tanggapan atas keberaxan
vang diajukan $lch Pemohon Informasi dalam jangka

waktu paling lambat 30 (Hga puluk) har Lcuja scjak -
diterimanya keberatan secara tertuli -
|Pasa1 17

Upaya penyelesaian Sengketa Iniormasi runm:_

[igjukan : kepada Komisi Informasi Daerah apabl.la

ggapan atasan PPID dalam proses keberatan tidak
muaskan Pemochon Informasi.
cara pcngajuan keberatan dan penyelesalan
ngketa informasi dilaksanakan sesuai ketentuan
P raturan perunda.ngundangan.

' - AB VIII
PEMEINAAN DAN PENGAWASAN

I
IPasal 18 _
kretaris Daerah melalkii - Dinas Komunikasi

Informatika dar} Statistik melakukan pembinaan dan
pengawrasan |ldalam rangka penvelenooaraan, |
4] ngelola.a.n., pendokumentasian serta pelayanan
informasi pubhk

mbinaan || pengawasan sebagaimana dJma.tcsud
pada  ayat 1) dilakukan  dalam . bentuk
pendampingan /supervisi, pendidikan pelauhan d

sialisasi f

/

L




(1)
(2}

3)

(4)

(5)

'BAB IX
PELAPORAN

!
'PE.SE.I 19

PID Pembantu menyampaikan laporan atas
elaksanaan tugasnya kepada PPID Utama.

PID Utama menyampaikan laporan atas pelaksanaan
engelolaan || dan pelayanan informasi kepada -

poran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

Jumlah pemntaan informasi yang thmma

Waktu yang' diperlukan dalam memenuhi setiap
' permintaan informasi; dan :

Jumlah pernberian dan penulakan atas permintaan
- informasi.

. jumlah sengketa informasi

poran scbagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2)
an ayat (3} dijadikan bahan evaluasi dan pembinaan

asil evaluasi |sebaga.imana dimaksud pada aj,rat {4}
1umurnkan ke-ﬁaada publik.

BABX
PEMBIAYAAN |

I
Pasal 20

Permbiayaan atas pelaksanaan tugas PPID Utama dan PPID

tu dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah Kabupaten Bombana dan sumber lain yang sah
dan| tidak mengikat. li’ :

. BAB XI
KETENTdAN PENUTUP
Pasal 21

Peratyran Bupati mi: mulai berlaku tanggal di undéngkan.

Agar | setiap - orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
pengmpatannya dalam berita Daerah Kabupaten Bombana
. - I : _

| _|PARAF KOORDINASI Ditetapkan di Rumbia
NO: | UMT/SATUAN KERJA| PARAF| pada tanggal % sepeaei2018
1] <f Lo do- TS |
AL 4 BUPATI BOMBANA,
3 | - fhuleos !
1 | K- aryng K
=i id edom | '.J,—-' H. TARDIL
24 Tvpr-mmzms ‘

KABUPATEN BOMBANA,

H. BURHANUDDM A HS.NOY "

BERITA DAERAH

UPATEN BOMBANA TAHUN 2018 NOMOR ..........
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'MERINTAH

AHUN 2018 | _

PENGELOLAAN INFORMASI] DAN

-BMENTASI DILINGKUP PEMERINTAH KABUPATEN
ANA

BUPATEN BOMBANA

MAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
INFORMASI DAN DOKUMENTASI

BAB I
- PENDAHULUAN
G
roleh informasi merupakan salah satu hak asasi
menjadi kebutuhan setiap orang dalam angka
1 diri pribadi maupun lingkungan ialnya. ™ sisi
aan mfﬂrmasl} publik merupakan salah satu ciri

Ny
ol N Rt

a demokrasi Vang menjunjung tinggi kedaulatan
lewujudikan penyelenggaraan Negara yang baik.

yang Dbergulir pada tahun 1998 ditandai
an demokrasi, fransparansi dan supremasi hukum &
ini membawa perubahan mendasar dalam
bermasyarakat, berbangsa dan Tbernegara.
dari tuntutatn reformasi tersebut salah sata di
1lah tl:lit«:t:::.;_:nken.rLI Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
bukaan Informasi Publik yang bertujuan untuk
tata  kelola| pemerintahan baik  dan
igwab (goodgovermance) melalui penerapan prinsip-
tabilitas, transfaransi dansupermasi hukum serta
irtisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan
rrilakuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
ukaan Informasi Publik {KIF} pada tanggal 30 April
akan momentum  penting dalam mendorong
di Indonesiatermasuk di Kabupaten Bombana,
ng ini telah memberikan landasan hukum terhadap
g untuk memp&ruleh informasi publik karena melalui
hg ini . ditetapkan bahwa setiap Badan Publik
'{e“_rﬂiihnﬂ ﬂ&lﬂﬂl men'lrediul:avl dan melaw-nﬁi
informasi publik secara cepat, tepat waktu, blaya

yang

b
s

P

=1

i di lingkungan Kementerian Dalam Negeri ditetapkan

ya

htuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
tentang pedomen Pengelolaan Pelayanan Informasi
tasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan
aerah bahwa mengelela pelayanan informasi dan

nla Informasi dan Dokumentasi (PPID] dimanasalah
adalah p'Len}rimpan mendokumentasikan,
dan memberikan pelayanan informasi kepada publik.
tugas tersebiit, Pemerintah Kabupaten Bombana

(PPID) di i

adanya pedem

]
ag

keterbuk
publik terh
terpenuhi.

edoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi
ungan Pemerintah Kabupaten Bombana. Dengan
an ini, diharapkan implementasi Undang-undang
nformasi Publik dapat berjalan efektif dan halk-hak
lap informasi, yang berkualitas secara 113;7

f




B. RUANGLIN

GKUP

Pedomazt] pengelolaan Informasi dan Dokumentasi ini meliputi

penjelasan
pengklasifika
. informasi p

C. MAKSUD D
1. Maksud:
Pedom

- mengenai | - penyediaan, pengumpulan,

111!;] ian, pendokumentasian, pelaporan don pelayanan

ik di hnglcungan Pemerintah Kabupaten Bnmhana.
TUJUAN - o o

Pengclnlaan Informasi dan  Dokumentasi

dimaksuilkan sebagai acuan bagl setinp Perangkat Daerah dalom

, pengumpulan pedekumentasian dan pelayanaan
erta penetapan Pejabat Pengelola lnfermasx dan

Dokurmeniasi.

mendokumentasikan

kat Daerah mampu menyedlakan, mengumpulkan
. menyampaikan  informasi
g kegiatan dan pmduk unit kerjanya secara akurat

dan tidak menyesatkan.
b. Pejabat| Pengelola Informasi dan Dokumentasi mampu

grikan pelayanan informasi secara cepat dan tepat

walctl dengan b:aya ringan dan cara sederhana,

Dalam rangka

: BABII
STRUKTUR ?RGAN ISASI PPID

menvelenggarakan pelavanan informasi publik di

lingkungan Pemerintah Kabupaten Bombana ditetapkan struktur dan
tata kerja organisasi pelayanan [nformasi sebagai berikut: '

A, PEJABAT

1. Kriieria

PENGELOLA! [[NFORMASI DAN DOKUMETASI

1D

- {PPID}KABFﬁ'ATEH BOMBANA

a. PPI;

erupakan pejabat struktural yang ditunjuk untuk

melaksanakan, -

b. tugas
dilin
c. PPID

fungsi pengelulaan dan pelayanan informasi pubhk
gan Pemerintah Kabupaten Bombana.
utamakan vang memiliki kompetensi di bidang

pengelolaan

2. Kedudu

dan Penunllkkan PPID ;

a. PPID ¥abupaten Bembaha berkedudukan & Bidang Pengelolaan

Info
Info
b. Fen

si dan Komunikasi Publik di Dinas Komunikasi dan
tika dan Statistik Kabupaten Bombana.

jukan dan pemberhentian PPID Kabupaten Bombana

ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bombana.
3. Susun rganisasi PPID Kabupaten Bombana, terdiri dari:
a. Pembina dijabat Bupati Bombana dan Wakil Bupati
Bombana.

|
b. Penggrah duabat Sekretaris Daerah Selaku atasan PPID.

c. Atas
Informh

PPID dijabat bleh Kepala Dinas Komunikasi dan

A Thuasern
fa

- A WY

atika Kabupaten Bommbana.
Pertimbangan jterdiri dari Pejabat Eselon II b Setda
ten Eambana, Pejabat Perangkat Daerah, Asisten

Bld&ll Pemerintahan Kesejahteraan Rakyat, Asisten

Bidan
Admih

Perckonomian ||dan Pembangunan, Asisten Bl

da .
ﬂtrasl Umum, dan Staf Ahli Bupati. ) ﬁ )

e. Ketug P
dan Ko

dan
f Wt

ID dijabat oleh Kepala Bidang Pengelolaan Informasi
unikasi Publik pada Dinas Komunikasi Infunnatlka
tatistik Kabupaten Bombana,

TTTY Theaea s b Al fadeaa LT Tt 4 W -



|
o |
¢.| Pelaksanaan koordinasi pelayanan informasi dan
okumentasi; dan
d| Pelaksanaan koordinasi pengendalian pengelolaan
informasi dan dokumentasi .
¢. Tugap dan Fungsi Kesekretariatan
1. Tvgas Kesekretariatan yaiiv ;
a.| Mengkoordinasikan, mengkonsolidasikan program
kegiatan yang dilalkukan cleh PPID Pembantu

b.| Melaksanakan jpugas-tugas lain yang diberikan oleh
ctua PPID.
2. F 1 Kesekretariatan yaitu:
a| Pelaksanaan koordinasi penyusunan pmgra.m

engelolaan informasi dan dokumentasi:

bl Felaksanaan koordinasi penyelenggarsan . tugas
idang bidang pada sekretariat;

c. elaksa.naan koordinasi dan konsolidasi dalam
gka pengumpulan informasi dan dokumentasi,

d{ Relaksanaan &administrasi pela}'anan nﬁurmam

andnkumentam,
e.| Pelaksanaan koordinasi dalam rangka penyediaan
pelayanan || informasi publik metatui media
tak dan elektronik;

f.| Pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembman
ﬂela}ranan informasi dan dokurnentasi;
g| Pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelapnran
egiatan pengelslaan  informasi dan dokumentassi;
an : :
hi{Untuk melaksanakan ftugas dan fungsinya
esexre:anataq'umanmﬂleh staf sekretariat. :
f. Tugas dfm Fungsi Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi
I. Tugas Bidang Dokumentasi dan Klasifikasi - yaitu
meéngelola danmemberikan  pelayanan = konsultasi
dokuymentasi dan klasifikasi informasi.
2. Fungsi Bidang Dokumentasidan Arsip:
a. |Pelaksanaan perencanaan program dakumentam
dan klasifikasi; |
b. [Pglaksanaan konsultasi klasifikasi informasi publl;
¢. [P¢nataan  danf| pemeliharaan informasi - dan
dokumentasi; dan ' :
nyusunan pertimbangan teriuiis atas sciiap
k bijakan dalam rangka memenuhi permohonan
formasi. :
£ Tu.gasid Fungsi Bidang Pelayanan Informasi
Bldang Pela}ranan Infurmasl yaitu melaksanakan

penyelesaian sengketa mformasi; dan
¢. |Pelaksanaan veriilkasi, laporan, dan rekomendasi
afas pengaduan || atau sengketa informasi.
h. Tugaq dan Fungsi Bidang Sengketa Informasi

1. Tugas Bidang Sengketa Informasi yaitn menyusun
peftimbangan hukum  terkait rencana . keberat
pengaduan sengketa informasi. ' ? b‘!




| Menyusun verifikasi

drlam rangka penyslesaian sengketa informasi:

|| pengaduan dan sengketa
enyusun pertimbangan hukum terkaii rencana
nolakan memberikan informasi publik yang tidak

i .
uarrt-alsarltarai ] L

d.| Pelaltsanaan  advokasi  penyelesaian sengketa
ormasi. :
5. Alur Kerj
Ahur Kerja PPID Kabupaten Bombana
Alur Kegja i Kahipaten Bombang _ :
. : & : XOrAI5]
{ PEMGHL . SEKRETARIAT PFD P PEMLLANT
t !i. FPID PLMLANT LY ——
I |
. J]' 2 '.
" Maoctatditm pervohon b f_
l den n'omig yeng minta :

h
i
£
]
[3

' ; -
Ir-IurMiJ:m ’/Mmrusunklﬁban '
gifral) ' '
_-"__,.u-. '
o)
Qas :"}‘ b
al (IpAK]
I N o
E R
‘ (RLEHF)
Keterangan Alur Kcr_la PPID"
a. Pemiohion LiCTiga] unan PE;_JIiuuuum; Eyanaii huu_l“l.a.bl
kepada PPID yang dilayani oleh bagian Sekretariat PPID.
b. Se ariat menerima permohonan, kemudian mencatat
datg pemohon dan data tentang informasi yang diminta.
c. S¢ ariat memberlkan tanda bukti mengajukan
perfnohonan kepada ‘pemohon.
d. Sekr iat kemudian meneruskan permintaan informasi
- ke D Pembantu ferkait informasi yang diminta.
e, Dary Jawaban PPIIY Pembantu, kemudian Bekretariat
meneruskan ke pemohon informasi.




f. Apa ita pemohun menganggap informasi vang dlmmleh
tidald sesuai dengan jang diharapkan, maka pemochon dapat
m ajukan keberatan kepada atasan Iangsung PPID.
Apgbila tanggoparf Atasan PPID tidok memuaskan
berdasarkan ketﬂntiuan perundang-undangan, pemohon
dapa mengag_iukm yelesalan sengketa informasi ke
si Informasi Publuc Provinsi.

melaksanakan tugasnya Sekretariat da.n E:da.ng-
dalam struktur PPID akan berkoordinasi kepada
PP{D Pembantu sesuai dengan lingkup keWenangan
masing-masing. | :

m

B. PEJABAT NGELCLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
{PPID) PEMﬁANTU
1. Kriteria [PPID Pembantu:

a. PPID mbantu merupakan pejabat yang melaksanakan
tugasidan fungsi PPID di Satuan Kerjanya; :

b. PPID [Pembantu memiliki kompetensl di bidang penge]nlaan
inforthasi  publik deft  dolaimentasi serta  pelaksanann
pelayanan  informasi publik. i

2. Susunan Prganisasi PPID Pembantu, terdin dari;

a. Atasan PFPIiL; :

b. Ketug PPID Pemban

c. Pengplahan Data;

d. Pelayanan Informasi;

3. Kedudukan dan Penunjukan PPID Pembantu :

a. PPID| Pembantu berkedudukan di Perangkat Daersh
masing-masing

b. PPID embantu ditetapkan dengan Keputusan Kepala
Per at Daersh

4. Tugas P I'FBPf:mbantu }raltu mengelola dan melayani informasi

publik dokumentasi pada Perangkat Daerah masing-
mas
a. Tuga Fungsi Seksi Pengolahan Data

1. as Seksi Pengolahan Data yaitu mengolah dan
memntberi pelayanan konsultasi dokumentasi dan
Kklasifikasi informasi.
2. Fungsi Seksi Pengolahan Data yaitu: -

a. |Pelaksanaan perencanaan program di Bidang
kumentasi dan Arsip;

b.| Pelaksanaan kensultasi klasifikasi informasi publik;
c. | Inventarisasi engklasifikasian  informasi = dan

dokumentasi; || )
d.|Penyusunan pertimbangan teriulis atas - setiap
kebijakan dalarn rangka memenuhi permohonan
informasi. :
melaksanakan  tugas danfungsinya ° Seksi
lahan Data |dibantu oleh Pengelola Data, dengan

=1
-

elalksanakan pengelolaan data dan informasi; -
claksanakan pengembangan Sistem Informasi;
enyusun rencana dan program pﬁﬂgﬂlﬂl“““ data
informasi; |

engumpulkan, mengolah, dan ma.nya_rﬂcan data
informasi;

elaksanakan identifiaksi data dan informasi f[/L

oopg
1

I

elaksanakan klasifikasi data dan IIlfDl'Iﬂﬂ.Sl.,

0




b. Ttlgasld Fungsi SeksiPelayanan Informasi
1. Tugas Seksi Pelayanan Informasi yaitu melaksanalkan

pe&c.l an mformasi publik.
. FPungzi Bidang Pela"a..“ar Informasi yaitu: -
a. Pelaksanaan perencanaan program Seksi Pelayana.n

rmasi;

aksanaan koordinasi dalam rangka penanganan

yelesaian sengketa informasi;

c. Pelaksanaan verifikasy, laporan, dan mkumendul atas
Eﬁ gaduan atau sengketa informasi;

d. Pelaksanaan advokasi penyelesaian sengketa

rmasi. Untuk!melaksanakan tugas dan fungsinya

eksi Pelayan f Informasi dibantu oleh Pengelola

elayanan Informasj dengan tugas yaitu:

Asnyusun pertimbangan hukum terkait rencana

enclakan memberikan informasi publik yang tidak

sual dengan [ketentuan peraturan p-erundang-

dangan; |

enyusun pertimbangan hukum atas keberatan

ang disampaikan pemchon danfatau pengguna

enyusun yerifikasi pengaduan danfatau

en}usun pé;‘timbﬁngan hukum dalam rangka
enyelesaian sengketa informasi. '

Alur Kerjd D Pembantu
[ Alur Kerja PRI Kalpupaten Bombana E -
PFMOHTN S ERETARIAT i SEEN SEEH KORATS! INFORMASE
" FPID " PENGXAFAN | FELAYANAN ! :

DA.TA INFORMASI

P




Keterang n alur kerja PF[D Pembantu

Pem th
kepa a

diteriis
Bidang
jawab
Berd,
Info
Sekret

Apabi
sesuai
mengsa

sehin
Dalam
melakl
Dalam h
sesuai
penyei¢
pela .eu
Apabi
Bid
NEMLL
Da;}ah
Dalam
bidashg
leonfirn
kewena

BA(

n mengajukan permohonan layanan informasi
FID Pembantu,

| permchonan, kemudian mencatatan
4 tentang informasi yang diminta.

membenkan tanda  bukti  mengajukan

J.ut J.J.l.\nl].l.cl. ALAL

kan data informast yang diminta, bidang klasifikasi
an pengecekan apakah informasi yang diminta
mohon termasuk dalam kategonn dikecualikan.
termasuk data yang dikecualikan, maka bidang

asi mengembalikan ke Sekretariat untuk disampaikan

i kepada pemohon. Sedangkan apabila informasi
termmasulk yang dikecualikan maka permohonan

Aalrmantac Trnfo

ooy
AALRELIE RRALLFEA LAKLLLTR,

AT 'I{v Badavoy rra-hr:ﬂan

3 et ol S Al

ayanar Dukumentasu Informasi menyiapkan materi

a.rka.n bahan/ I;!Iata dari Bidang Layanan Dokumentasl
si, seln'etanat

iat menyampaikan informasi kepada pemﬂhon
pemohen menganggap informasi yang diperoleh tidak
dengan yangl diharapkan, maka pemohon dapat
ukan keberatan kepada atasan langsung PPID
xa terjadi sengketa informasi.

hal terjadi sengketa, Bidang penyelesaian Scngkcta
tkan upaya untuk menyelesaikon sengketa.
1al informasi }'&ng disampaikan oleh Sekretariat sudah

dengan har_apan pemohon atan  hasil  dari
saian sengketa cuiciip memuaskan pemuhnn, akan

nan informasi !selesm.
a hasil penyelesaian sengketa yang dﬂakukan cleh

g| Penyelesaian Sengketa dianggap oleh pemohon tidak

askan, maka dimintakan mediasi ke Komisi Inforrmasi

Provinsi.

melaksanakan tugasnya Sekretariat dan Bidang-
dalam struktur PPID akan melakukan koordinasi dan
nasi kepada PPID Pembantu  sesual dengan lingkup
ngan masmg—masmg,

JAN STRUKTUR ORGANISASI PEJABAT
PENGELOLA INFORMASIDAN
DGKUMENTJ’F'SI (PPID) PEMBANTU

ATASAN PPID Pembaniu
Kepaia Peangicat Daerah
|

T

PPID Pembantu

Sekretaris
|

. BE
Pengelola

SEKSI
Pelayanan Informasi

1]
Dats

Koofdi

nator Koordinator

Angpota




BAEIII
MEKANISME PENGUMPULAN, PENGKLASIFIKPLSIAN
PENDOKUMENTASIAN lDAN PELAYANAN INFGRMASI

Pengelolaan dan| pelayanan informasi di seluruh Perangkat Daerah pada

Pemerintah Kap
meliputi:
a.
b. Pengklasifik

ten Bombana dl.lakukan melalui kegiatan yang

1 infermasi;
sian informasi;

Dﬂ"l T I “‘L:
& Ywrdk, HIMH T

¢. Pendokumentasian informasi; dan

d.

A, P‘ENGUMPULQ_N
Beberapa hal
di linglkungan

pengumpulan informasi adalah :
1.

Pelayanan|i “urmasi.

INFORMASI
ang harus d:lperhaukan Dleh setiap Perangkat Daerah
Pemerintah |Kabupaten Bombana dalam kegiatan

Ia

informasi jmerupakan aktivitas penghimpunan
telah, sedang dan yang akan dilaksanakan oleh setiap

Pengumm
kegiatan yhn
gahian 1r e a )

NlALRLE At ]

Informasi |y
dan relevan

g dikumpulkan adalah informasi yang berkualitas
denga.n tugas pokok dan fungsi masing-masing

Perangkai{Daeran.

Informasi (yang dikumpulkan dapat bersumber dar pe_]abat dan

arsip, baik prsip statis maupun dinamis.

Pejabat sel?

aimana dimaksud dalam butir 3 merupakan pejabat
yang bertanggung] awab dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungm

Perangkat
dalam baga;

PPID Pembantu

T~

PPID Pembantu

PPID Pembanty

PPID Pembantu

PPID Pembar

PPID Pembantu

PPID Pe

PPLD Pembantu

Peniclasan
Alur infor
tersebut, 1

PPID Pembantu

PPID Pembantu

baegan: '
masi publik sebagaimana digambarkan dalam
nenuryjukkan bahwa :

v




rmasi publik |'yang dikelola oleh Perangkat Daerah

merupakansaty kesatuan informasi dard masing masing satuan

FPiD Fembantu.

rmasi publik yang diterima oleh Pusat Data diolah dan
- untuk Kkepentingan pelayanan informasi yang
uleh PPILD. | '

SIAN INFORMASI
sian informasi dilalukan berdasarkan ketentuan
rundang-undangan.
ifikasi informasj diajukan cleh Peranghat Daerch yang
andirian dalam mengelala kegiatan, anggaran dan

asifikasi informasi dilakukan meiaiui rapat pimpinan.
s pengklasifikasian, informasi dibagi menjadi dua
itu informasi yang bersifat publik dfm ini'ormasi yang

asi tentang profil Pemerintah Kabupaten Bombana,,
neliputi informasi tentang kedudukan atau domisili
, alamat lengkap, ruang linglkup kegiatan, maksud dan

tizgas dan fungsi serta unit unit dbawahnyas, stroltnr

asi tentang pencrimaan calon pegawai dan;atau
pemerintah Kabupaten Bombana;

asi tentang laporan keuangan yang meliputi rencana
oran reaMeasi langearan, neraca dan daftar agset dan
aki. _

san  tentang | Peraturan, Lkeputusan, danjfatau
(anl yang mengikat duanj/aiau berdampak bagi publik
ikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Bombana;

asi tentang hak dan tata cara memperoleh Informasi
serta tata cara pengajuan keberatan serta proses
dsaian sengketa informasi Publik berikut pﬂlak—plhak
vang pertanggungiawab yang dapat dihubungi;

asi  tentang tata cara pengaduan penyalahgunaan

Pﬁmf[ Vﬁthﬂtfn Bramhana maupun n:ha_k yang
i€l aﬂcan izin atau perjarqian kerja dari Pemenntah .
Kabupaten Bombana; ||

8. infornasi teniang pengumuman pengadaan barang dan jasa

asi tentang prosedur peringatan dini dan prnsedur
evakluiasi keadaan darurat di setiap kantor Pemerin




b. Informas] Publik vang [wajib diumumkan secara serta merta
adalah puptu informasi yang dapat mengancam ha_lat hldup orang
banvak|ddan ketertiban umum antara lain :

1. Informiosi  tentang |bencana alom  sepert f:"enngan,
kebakaran hutan karena faktor alam, hama penyakit tanaman,
epidemic, wabah, kej adian luar biasa, kejadian antariksa atau
bendarbenda angkasa;

2. Informasi tentang keadaan bencana non-alam seperti

kegdgalan industri atau teknologi, dampak industri, ledakan
nuklir, pencemaran lingkungan dan kegiatan keantariksaan;
3. Bencana sosial seperti kerusuhan sosial, konflik sosial antar
. kelompok atau antar komunitas masyarakat dan teror;
4, Infofmlasi tentang jenis, persebaran dan daerah yang menjadi
sumber penvakit yang berpotensi menular;
5. Informaei tentang jracun pada bahen mekanan yang
si oleh mas}rarakat' atau
am tentang rencana gangguan te:rhadap uuhtas pubhk

a terdiri atas : ||
Informasi Publik yang berada di bawah penmasaan

Pem tah Kabupaten Bumbana, tndak termasuk informasi

ya.nd ikecualikan. . :
2. Informasi tentang peraturan, keputusan dan/atau kebnakan

Pem tah Kabupaten Bombana dan latar belakang

ANgannya; ||

3. Suratisurat perjanjian Pemerintah Mobupoten bombana
dengan pihak ketiga berikut dokumen pendukungnya.

4. Surat | menyurat pimpinan atau pejabat Pemerintah
K:!I:L ten Bombana| dalam rangka pelaksanaan tugas pokok

5. Syarat-syarat perizinan, izin yang diterbitkan dan/atau
dikelu kan Pemerintah Kabupaten Bombana - berikut
dnku en pendukl.mgnya, dan laporan penataan _lzmyang

perhendaharaan ~atau  inventaris . Pemerintah
Kabupaten bombana;

aten Bombana;

asi mengenai [ kegiatan pelayanan Informam Publik
ilaksanakan, || sarana dan prasarana iayanan
asi Publik yang dimiliki beserta kondisinya, sumber
lanusia yang menangani layanan informasi beserta
asinya . angpgaran layanan informasi publik serta
PENELUNAANNYA; .

. hasil-hasil penelitian vang dilakukan;

10. Informasi Publik lain yang telah dinyatakan terbuka bagi
akat berdasarkan mekanisme keberatan danjfatau
lesainn sengketa sebagoimana dimalesud dalam Pasal

. Yang Dikecualikan
Informsi Publik dikecuaiikan secara limitatif berdasarkan pada
dang-Undang KIP, yaitu apabila dibuka dapat '
. ambat proses penegakan hukum;
2. Mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kckayam'x
intelektual dan pcrlmdungan dan persaingan usaha tida
sehat; )

i

ata strategis | den  rencana  kerja Pemerintah -

o




Me

§ Y e
o HwH

A

Merlbu ghayakan pertahanan dan keamanan Negara; .
il

ngkapkan kekayaan alam;

Merugikan ketahanan ekonomi nasional;
giltan kepent_m"én hubungon luar negri;
Mengungkapkan isi pkta ntentlk yang bersifat pnhadl dan

kemauan terakhir ataupun wasiat aeaeﬂrang,

Men
Me

ol

ngkap rahasia pribadi seseorang; '
randum atau surat-surat antar Pemerintah Kabupaten

Bombpana yang menurut sifatnya dirahasiakan, kecuali atas

10. Info
Und

asi publik yang tidak boleh diungkapkan berdasarkan
z-Undang.

puhEn Komisi Informasi atau pengadilan; dan

Alur pcngin;.pulan dan klasifikasi informasi di Lingkungén FPID

‘Kabupaten bombana dapat digambarkan sebagai berikut :
PENGUMPLILAN - KLASIFIKASI | PENGUJIAN KCJMIE_I INFORMASI
INFORMAS] : ~ INFORMASI
PMD Kotn
Avandisiminasian )
farmyllr yung )
dikipsyl
PPIC Famianty |
malikukin ¥
[ LI MID Kata [ Formullr
Mendiriminasiksn " Infosmat Publik
o 1l ; H
I ' o
PPID Permbintu i
Cafiar informayl - | | lakukan aslfiast
yang Dikuad Informist! Farm B
¥
4. Vsulan datear PBI0 Pambantu
wtarrmay! dlatian o
tarbuks Konsgkaml
Drafe Duftar ert—
idaeman ¥ang ' v
Bihacualiren Usulnn Dahar
’ oormaH marok
]l kardkioe it
PRID Pemibani
] bationiuttan dangan
PPLD Kcriw{Tom
Asitend
Atasan FPID
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Penlelasa.rq Alur '
Taehanan perigumpulan informasi

. PPID

1. PPID| Utama berkoordinasi dengan PPID Pembantu untuk

akan . pengumpulan informasi yang dikuasai.

pulan informasi dilakukan oieh PPID Pembantu

melengkapi DAFTAR INFORMASI PUBLIK YANG

DIKUASAI yang didesiminasikanoleh PPID Utama.

tama sebagai |Badan Publik juga harus melengkapi
R INFORMASI PUBLIK. Dari tfahap ini akan

menghasilkan Daftar Informasi  yang dikuasai . FPPID

ategorian informasi

1. PPID| Utama berkoordinasi dengan PPID Pem‘bantu untuk

anakan klasifikasi informasi. Klasifikasi informasi
oleh PPID Pembantu dengan melengkapi DAFTAR
ASI PUBLIK ¥ang didesiminasikan oleh PPIDUtama.
embantu melakukan pengklaslﬁkasmn informasi
herdgsdrkan Daftar Infermasi Publik mengacu pada ketentuan
kategorisasi informasi menurut Undang-Undang

INFOR

Keter an Informasi Publik, Informasi Publik berkala,
info si publik ser{ameria, informasi publik setiap saat dan
info si yang dikecualikan.

PPID| Utama sebagai [Badan Publik juga harus- melengkapl
Daftar (Informasi Publik. Dari tahap ini akan menghasilkan
daftag informasi yang [persifat terbuka dan dikecualikan PPID

Pemhantu. Daftar informasi vang dikuasai dan . bersifat
terbuka| akan men_]adLI usulan PPID Pembantu kepada PPID

Utamh yntuk ditetapkan sebagai bagian materi daftar informasi
publik. Daftar informasi yang dikecualikan akan masuk pada

" Pendokumentasian informasi ladalah kegiatan penyimpanan data dan
informasi, tan dan/atay keterangan yang dibuat Perangkat .
Daerah i |hnpglomean Pemerintah Kabupaten Bombana guna
membantu | PPID dalam | melayani permintaan  informasi.
Pendokumentagian informasi,dilaksanakan sesuai dengan peraturan
perundang-undangan bidang kearsipan dan peraturan dibidang tata
persuratan yang berlaku dif| lingkungan Pemerintah Kabupalien
Bombana. : ‘L '
Tahapan dalam|pendokumentasian informasi meliputi:

1. Deskripsi Informasi:

Setiap Perdngkat Daerah membuat ringkasan untuk masing-masing
jenis informapgi. :
Verifikasi Informasi:

Setiap informasi diverifikasi sesuai dengan jenis keglatanny&

. Otentikasi
Dj
Infﬂm aci

ALSAL LAEUALT

. Kodefikasi|Irnformasi
a Untuk

Informast
tntuk menjamin keaslian informast melalui val:.dam
leh setiap satuan Kerja.

mpermudah pencarian informasi yang d.lbutuhkan

Fa |

maka dijakuikan kodefikasi.
b. Metode|pengkodean ditentukan oleh masing-masing Perangia
Daerah - ' :
Penataan dan Penyimpanan Informasi

:
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D. PELAYANAN INFORMASI
1. Mekanis Pelayanan Informasi .
Untuk memenuhi dan melayam permintaan drm kebutuhan
pemohon fognamina  informasi  publik, memberikan layanan
langsung dan layanan melalm media cetak dan elektronik:
a. Layan informasi secara langsung, yaitu layanan informasi

L s ]

pubiik yanpg dikategorikan wajib tersedia setiap saat, ~dengan
mekanisme pelayanan sebagai berikut:

i.

¢

&

b. Layan
infoermasi| publik yang tersedin dan diumumkon secara berkala
dilayani
Bombansa

1.

2. Jangka W

Pemohpn informasi |data:1g ke desk Ia}ranan mformam
danmengisi formulir permintaan informasi = dengan
melagpirkan fotocopy KTP pemohon  dan  pengguna

informasi.

Petugaz memberikan tanda bukti penerimaan-permintaan
informasi publik kepada pemohon informasi publilk

PetuEs memproses permintaan pemchon informasi publik
sesual |dengan formulir permintaan informasi publik yang
te\z‘idj tandatangani oleh pemohon informasi publik.

Petugas memenuhi permintaan informasi sesuai dengan yang
dimipnt cleh pemohon/pengguna informasi. Apabila
info i yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan,
PPI enyampaikan'alasan sesuai dengan ketentuan
perafuran perundangan.

Petugas memberikan Tanda Bukti Penyerahan Informam
Publik kepada Pengguna Informasi Publik

nformasi melalui media baik online maupun cetak, yaitu

elalui wehs:ttéﬁ yang dimiliki Pemenntah Kabupaten
media cetak yang tersedia.

Feméh n informasi datang ke desk layanan mfnrmam dan

mengisi formulir permintaan informasi dengan melampirkan

fotncp KTFP pemnhcm dan penggunaan informasi.

Petug memhenkan,‘ tanda bukt penerimaan permintaan

informasi publik kepada pemohon informasi publik

Petugas memproses Pcrmantaan pemohon mfarmasi prublik |

sesudid) ngan formulir ‘permintaan informasi publik yang telah
ditandatangani oleh ppmohnn informasi publik.

Petugag memenuhi permintaan informasi eesuai dengan yang
dimint oleh pemohon/pengguna informasi. Apabila

info i yang diminta masuk dalam kategori dikecualikan,

PFPI menyampaikan alasan sesual dengan ketentuan
peraturan Perundang-undangan.

Petuga memhenka.qj Tanda Bukti Penyerahan Informasi
Publik kepada Pengguna Informasi Publik.

Untuk memenuhi dar] melayani permintaan dan kehutuha.n
pemohon/pengguna jinformasi publik, PPFID melalui desk
layanan informasi pubhk memberikan layanan langsung dan
layanan melalui media'cetak dan elektronik.

t Penvyelesaion "

=
Loy

a. Proses enyelesaian untuk memenuhi permintaan pemohon
'Bl

informay

memenjiiii persyaratan yang telah ditentuican.
b. Waktu penyelesaian dilaksanakan paling lambat 10 (sepuluh]
han'kedtgse_]ak permohonan diterima oleh PPID. PPID wajib

IEenan

api permintaan informasi melalui pemberitahuan

tertulis| [Pemberitahuan ini meliputi permintaan informasj

/

publik dilakukan setelah pem{}hﬂn mdormasi publils

/




diterim4, penmntaan ormasi ditolak. dan pemamang waktu
pemberijtahuan pemohonan diterima atau ditolak.

c. Jika PPID |membutuhkan perpanjangan waktu, maka selambat-
lambatnya 7 ([(twjuh) han kerja sejsk tanggspan pertama
diberikand ' :

d. Jika peérmohonan informasi diterima, maka dalam surat
pemberitahuan juga dicantumkan materi informasi yang
diberi format informasi, apakah dalam bentuk soft copy atau .
data terfulis, serta biayal] apabila dibutuhkan untuk keperluan

penggand atau perekaman. Bila permintaan informasi
ditolak, |maka dalam surat pemberitahuan dicantumkan alasan
penol berdasarkan Undang-Undang KIP. -
|
' BAB IV
P ELESAIAN SENGKETA INFORMASI

Sengketa Inforthasi Publik adalah sengketa yang terjadi antara badan
putblik dan penginina informasi yang herkaitan dengan hal mempercleh
dan menggun informasi |be:rdasa.rkan peraturan perundang-
undangarn,

penyelesamn sengketa mformam ch PPID

iformasi. Meck
sebagai berilaut:
1. PPID ¥ akan menolak memberikan informasi publik yang tidak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dengan

- prosedur sgbagai berikut: '
npersiapkan |ldaftar pemohun danfatau pengguna

isme Penyelesaian Sengketa Informasi, dilakukan

a. PPID me
informagi angakanduulak

k. PPID engadakan pat  koordinasi dengan meLbaﬂ'""
Perangl;lfj Daerah yang lerkait paling lambat 3 (tiga} hari kerja

~ setelah surpt permohonan diterima PPID;

c. Hasil keputusan rapat Koﬂrdmam dituangkan daiam benta acara
vang ditandatangani oleh ‘seluruh peserta rapat;

d. Hasil keputusan rapat di dokumentasikan secara baik

2. PPID ¥y akan memberikan tanggapan atas keberatan yang

disampaikan pemohon informasi publik secara tertulis:

a. PPID mempersiapkan [daftar keberatan yang disampaikan .
pemohop dan/fatau pengguna informasi;

Daerah ran o terkmt paling lambat 3 (tiga) hari kerja sc‘tﬂ‘ah surat

d. Hasil keputusan rapat fiidokumentasikan secara baik.
iar| sengketa informasi

an kepada Atasan PPID;

c. Pada saat| sengketa informasi berlanjut ke komisi Informasi
Publik, |[PTUN, dan MA, maka PPID melakukan pendampingan
hukum fintule pm}'e.“s"-:j.n sengleeta informast

4. Pelaporan

a. PPID mbantu menyvampaikan laporan atas pelaksanam
tugasnya kepada PFD, ||

b. PPID menyampaikan laporan atas pelaksanaan pengelolaan
dan peﬁ:yanan informasi kepada atasan PPID;




s¢bagaimana dimaksud pada huruf ameliputi:
e::mmtaa.n mformast yang d.lte:rlma,

3. Jumia pembenan. dan penclakan atas permintaan
i si:dan

sengketa informasi.

gebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan

. Sekretaris |Daerah: |
- e, Hasil - gvaluasi  sebagaimana dimaksud pada huruf d
4'11'1“-“11” lrary kepada o8 1itr, r
5. Biaya
Pemb:ayaan atas pelaksanaan tugas PPID Utama dan PPID
Pembantu |dibebankan pada anggaran Pendapaian dan Belanja
Daerah Kabupaten bombanadan sumber lain yang sah dan tidalk

mengikat
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